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Abstract: This research aims to evaluate the effectiveness of stunting prevention 
policies in Makassar City and identify obstacles that influence implementing these 
policies. With the prevalence of stunting still high in several sub-districts, this 
research examines how existing policies reduce the prevalence of stunting and finds 
factors that hinder the program's success. This research also aims to provide 
strategic recommendations for improving policies and their implementation. The 
research method involved qualitative data analysis from primary and secondary 
sources, including stunting prevalence data from the Makassar City Health Service. 
This research uses NVivo 12 Plus software to analyze qualitative data. Research 
findings show that although there has been progress in several aspects of stunting 
prevention policies, such as nutritious food programs and education campaigns, 
significant obstacles still hinder their effectiveness. The main obstacles include a 
lack of regulatory integration, low public awareness, limited resources, and weak 
coordination between various parties. This research recommends reforms in policy, 
increased budget allocations, and a more adaptive and community-based 
educational approach to increase the effectiveness of stunting prevention and 
significantly reduce the prevalence of stunting in Makassar City. 
 
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan 
pencegahan stunting di Kota Makassar dan mengidentifikasi hambatan-hambatan 
yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Dengan prevalensi 
stunting yang masih tinggi di beberapa kecamatan, penelitian ini mengkaji 
bagaimana kebijakan yang ada berfungsi dalam mengurangi prevalensi stunting 
dan menemukan faktor-faktor yang menghambat keberhasilan program. 
Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis bagi 
perbaikan kebijakan dan pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan 
melibatkan analisis data kualitatif dari sumber-sumber primer dan sekunder, 
termasuk data prevalensi stunting dari Dinas Kesehatan Kota Makassar. 
Penelitian ini menggunakan perangkat lunak NVivo 12 Plus untuk menganalisis 
data kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat 
kemajuan dalam beberapa aspek kebijakan pencegahan stunting, seperti program 
pemberian makanan bergizi dan kampanye edukasi, masih ada kendala signifikan 
yang menghambat efektivitasnya. Hambatan utama termasuk kurangnya 
integrasi regulasi, rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya, 
dan koordinasi yang lemah antara berbagai pihak. Penelitian ini 
merekomendasikan reformasi dalam kebijakan, peningkatan alokasi anggaran, 
serta pendekatan edukasi yang lebih adaptif dan berbasis komunitas untuk 
meningkatkan efektivitas pencegahan stunting dan mengurangi prevalensi 
stunting secara signifikan di Kota Makassar. 

 
 

PENDAHULUAN  
Kasus stunting di Kota Makassar masih menjadi perhatian serius, terutama mengingat 

data terbaru dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 mencatat tingkat stunting 
sebesar 18,4%. Dinas Kesehatan Kota Makassar pada tahun 2023 menunjukkan prevalensi 
stunting per kecamatan dengan tingkat tertinggi terdapat di Bontoala (5,98%), Sangkarrang 
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(5,45%), dan Tamalate (4,40%). Meskipun ada penurunan di beberapa kecamatan seperti 
Manggala (2,35%) dan Mamajang (0,56%), namun masih terdapat beberapa kecamatan dengan 
tingkat stunting yang signifikan seperti Bontoala dan Sangkarrang (Lallo, 2023). Pada 2023 juga 
tercatat 3.333 balita di Kota Makassar alami stunting (Yahya & Utomo, 2013). Dengan demikian, 
perlu tindakan serius dan terintegrasi dari berbagai pihak untuk mengatasi masalah stunting di 
Kota Makassar, termasuk upaya pencegahan dan intervensi yang lebih efektif di tingkat 
komunitas serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan gizi yang berkualitas. 

Stunting merupakan kondisi gagal pertumbuhan linier anak yang terjadi akibat 
kurangnya asupan gizi yang memadai dalam jangka waktu panjang, terutama selama masa 
pertumbuhan awal (Corrêa et al., 2023; Muhamad et al., 2023; Siswati et al., 2022). Penyebab 
stunting meliputi faktor gizi yang tidak memadai (T. A. E. Permatasari et al., 2023), infeksi kronis 
(Yu et al., 2021), akses terbatas terhadap pelayanan kesehatan (Unmehopa et al., 2023), sanitasi 
yang buruk (Bagcchi, 2015), dan praktik pemberian makan yang tidak tepat (Astuti et al., 2024). 
Risiko yang ditimbulkan oleh stunting meliputi penurunan kemampuan kognitif dan motorik 
(Handryastuti et al., 2022), penurunan daya tahan tubuh terhadap penyakit (Aryastami et al., 
2017), serta berpotensi meningkatkan risiko penyakit kronis pada masa dewasa (Atlas et al., 
2024), yang pada gilirannya dapat memengaruhi produktivitas dan kualitas hidup individu serta 
membebani sistem kesehatan secara keseluruhan. Salah satu upaya yang perlu dilakukan yakni 
meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan pencegahan stunting (Huriah et al., 2021). 

Stunting merupakan masalah kesehatan serius di Indonesia, dengan prevalensi yang 
masih tinggi terutama di wilayah pedesaan dan daerah dengan akses terbatas terhadap 
pelayanan kesehatan. Faktor utama yang memengaruhi tingginya prevalensi stunting di 
Indonesia meliputi kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, khususnya ibu, 
kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi, serta kebiasaan pemberian makan yang kurang 
optimal pada anak balita (Oktaviani et al., 2024; Sumanti, 2024). Selain itu, ketimpangan akses 
terhadap pelayanan kesehatan antara daerah perkotaan dan pedesaan juga memperparah 
permasalahan ini, mengingat masih banyak wilayah yang sulit dijangkau dan memiliki fasilitas 
kesehatan yang terbatas. Dalam mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah 
mengimplementasikan berbagai program intervensi gizi dan kampanye edukasi tentang 
kesehatan ibu dan anak dan Kampanye Nasional Gizi Seimbang (Hasan et al., 2023; Oktaviani et 
al., 2024). Meskipun begitu, diperlukan pendekatan multisektor yang lebih intensif untuk 
mencapai target penurunan stunting yang berkelanjutan, terutama melalui kolaborasi antara 
pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam meningkatkan akses terhadap layanan 
kesehatan dan gizi yang memadai di seluruh wilayah. 

Meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan pencegahan stunting memerlukan 
respons pemerintah yang terintegrasi dan komprehensif (Brar et al., 2020; Conway et al., 2020; 
Kandpal et al., 2016). Langkah-langkah tersebut meliputi pembangunan infrastruktur kesehatan 
yang mencakup pusat kesehatan masyarakat dan posyandu di wilayah yang rentan, serta 
peningkatan aksesibilitas ke layanan gizi, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta program 
imunisasi (Has et al., 2024). Selain itu, diperlukan juga upaya pendidikan kesehatan yang 
menyeluruh kepada masyarakat, terutama kepada ibu hamil dan ibu menyusui, tentang 
pentingnya gizi yang seimbang, dan praktik pemberian makan yang tepat (Aye et al., 2020; Beatty 
et al., 2024; Goudet et al., 2019; Mutiarasari et al., 2021). Kolaborasi dengan berbagai pihak 
termasuk sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil juga penting dalam 
mendukung program-program pencegahan stunting ini, termasuk pengembangan program-
program inovatif yang dapat meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas intervensi (A. 
Permatasari & Walinegoro, 2023). Dengan demikian, pemerintah perlu mengambil langkah-
langkah strategis ini untuk memastikan bahwa upaya pencegahan stunting dapat mencapai target 
populasi yang tepat dan menghasilkan dampak yang signifikan dalam menurunkan tingkat 
stunting di masyarakat. 

Urgensi dilakukannya riset ini di Kota Makassar karena di wilayah ini masih sangat 
rentan, dengan tingkat prevalensi yang mencapai 18,4% pada tahun 2022, ditambah pada 2023 
ditemukan 3.333 balita di Kota Makassar alami stunting. Data tersebut menunjukkan bahwa 
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tindakan cepat dan terintegrasi dari pemerintah Kota Makassar sangat diperlukan untuk 
mengatasi masalah ini. Meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan pencegahan stunting 
menjadi krusial dalam menanggulangi akar penyebab stunting dan mengurangi risiko yang 
ditimbulkannya bagi generasi masa depan. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat 
memberikan dasar yang kuat bagi pemerintah Kota Makassar untuk mengembangkan kebijakan 
yang efektif dan berkelanjutan dalam menangani masalah stunting di tingkat lokal. 

Untuk mengatasi tantangan meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan pencegahan 
stunting di Kota Makassar, pendekatan yang telah dirumuskan meliputi kombinasi strategi yang 
terintegrasi dan berkelanjutan. Pertama, Pemerintah Kota Makassar perlu melakukan evaluasi 
mendalam terhadap kebijakan yang telah diterapkan, dengan fokus pada identifikasi 
keberhasilan dan kelemahan serta pengukuran dampak yang tepat. Selanjutnya, perlu dilakukan 
peningkatan infrastruktur kesehatan di berbagai wilayah kota, termasuk pembangunan 
posyandu dan pusat kesehatan masyarakat yang mudah diakses oleh masyarakat. Dalam hal ini, 
kolaborasi dengan sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat lokal menjadi 
kunci untuk meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan. Selain itu, perlu dilakukan kampanye 
pendidikan kesehatan yang menyeluruh tentang pentingnya gizi seimbang dan praktik 
pemberian makan yang tepat kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak. Terakhir, 
implementasi sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif membantu dalam memantau 
kemajuan, mengidentifikasi perubahan yang diperlukan, serta memastikan keberlanjutan dari 
upaya pemecahan masalah ini. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis bukti ini, 
diharapkan dapat tercapai peningkatan yang signifikan dalam aksesibilitas layanan kesehatan 
pencegahan stunting dan penurunan angka stunting di Kota Makassar. 

Meskipun telah ada beberapa upaya sebelumnya dalam mengatasi masalah stunting di 
Kota Makassar, namun masih minim ditemukan hasil studi yang secara menyeluruh mengkaji 
aspek kebijakan yang dapat mendorong peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan pencegahan 
stunting. Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dengan mengeksplorasi secara 
mendalam efektivitas kebijakan yang telah diterapkan, mengidentifikasi hambatan-hambatan 
utama, dan merumuskan strategi yang lebih terarah dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah 
tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan penting bagi 
perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam upaya menangani stunting di Kota Makassar, serta 
memberikan kontribusi berarti dalam pengembangan praktik terbaik dalam peningkatan 
aksesibilitas layanan kesehatan pencegahan stunting secara lebih luas. 

Rumusan Masalah ini mencakup dua aspek penting dalam upaya meningkatkan 
aksesibilitas layanan kesehatan pencegahan stunting di Kota Makassar. Pertama, dengan 
mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Makassar, 
penelitian ini memberikan gambaran tentang sejauh mana upaya tersebut berhasil dalam 
meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang relevan di berbagai wilayah kota. Kedua, 
dengan mengidentifikasi hambatan utama yang dihadapi oleh pemerintah dalam pelaksanaan 
kebijakan tersebut, penelitian ini memberikan wawasan tentang tantangan yang perlu diatasi 
dalam rangka meningkatkan efektivitas program pencegahan stunting. Implikasi temuan dari 
penelitian ini sangat penting karena dapat memberikan landasan yang kuat bagi Pemerintah Kota 
Makassar dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan terfokus dalam mengatasi masalah 
stunting, serta mengembangkan strategi yang lebih efisien dalam mengatasi hambatan-hambatan 
yang dihadapi. Dengan demikian, penelitian ini memiliki potensi besar untuk memberikan 
kontribusi positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar melalui 
peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan pencegahan stunting. 

 
 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui 

wawancara, observasi, dokumentasi, dan FGD (Focus Group Discussion). Informan kunci yang 
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dilibatkan meliputi perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Makassar, Dinas Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), staf kecamatan dan kelurahan, serta petugas dari 
posyandu dan puskesmas di Kota Makassar. Informan ini dipilih karena mereka memiliki peran 
langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program kesehatan masyarakat 
terkait pencegahan dan penanganan stunting di Kota Makassar. Wawancara mendalam dilakukan 
untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kebijakan dan praktik pencegahan 
stunting, sementara observasi membantu dalam memperoleh wawasan langsung tentang 
pelaksanaan kebijakan di lapangan. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data 
sekunder yang relevan, sedangkan FGD memberikan platform untuk mendiskusikan isu-isu kunci 
dan menggali perspektif berbagai pemangku kepentingan. 

Menggunakan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 
yang komprehensif tentang kebijakan dan praktik pencegahan stunting di Kota Makassar serta 
memperoleh wawasan yang berharga untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih 
efektif. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan FGD akan ditranskrip secara rinci 
untuk kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak NVivo 12 Plus. Pendekatan ini telah 
umum digunakan dalam menganalisis data kualitatif (Machmud et al., 2020; Utami et al., 2022). 
Proses analisis akan melibatkan triangulasi data, yaitu membandingkan dan memverifikasi data 
dari berbagai sumber untuk memastikan keabsahan dan keandalan hasil penelitian. Pendekatan 
ini akan memastikan bahwa temuan yang dihasilkan dapat diandalkan dan menggambarkan 
gambaran yang komprehensif tentang kebijakan dan praktik pencegahan stunting di Kota 
Makassar. Hasil penelitian yang telah diolah kemudian dianalisis untuk menjawab pertanyaan 
penelitian. 

 
HASIL DAN DISKUSI 

Urgensi Pencegahan Stunting di Kota Makassar 

Pencegahan stunting di Kota Makassar sangat mendesak mengingat prevalensi yang 
masih tinggi, meskipun telah dilakukan berbagai upaya intervensi. Memastikan aksesibilitas 
terhadap makanan bergizi dan edukasi yang tepat dapat mengurangi dampak negatif stunting 
dan meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak di wilayah ini. Berikut adalah tabel yang 
menggambarkan prevalensi stunting di berbagai kecamatan di Kota Makassar berdasarkan data 
2023: 

Table.1 Prevalensi stunting di berbagai kecamatan di Kota Makassar 2023 
 

Kecamatan Prevalensi Stunting (%) 

Bontoala 5,98 
Sangkarrang 5,45 

Tamalate 4,4 
Tallo 4,05 

Panakkukang 3,5 
Rappocini 3,39 

Tamalanrea 3,3 
Biringkanayya 3,27 

Mariso 2,56 
Ujung Tanah 2,53 

Wajo 2,5 
Manggala 2,35 
Makassar 1,54 
Mamajang 0,56 

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, 2023 
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Tabel 1 menunjukkan data prevalensi stunting di berbagai kecamatan di Kota Makassar 
pada tahun 2023. Prevalensi stunting di Kota Makassar bervariasi secara signifikan antar 
kecamatan, dengan persentase tertinggi tercatat di Kecamatan Bontoala (5,98%) dan terendah di 
Kecamatan Mamajang (0,56%). Variasi ini menunjukkan adanya perbedaan dalam kondisi gizi 
dan aksesibilitas layanan kesehatan di masing-masing wilayah. Kecamatan dengan prevalensi 
tinggi mungkin mengalami kendala dalam aspek gizi dan edukasi yang memerlukan perhatian 
khusus untuk penanganan stunting. Analisis data menunjukkan bahwa kecamatan-kecamatan 
dengan prevalensi tinggi, seperti Bontoala, Sangkarrang, dan Tamalate, perlu mendapatkan 
prioritas dalam upaya pencegahan stunting (Lallo, 2023). 

Sebaliknya, kecamatan dengan prevalensi stunting rendah seperti Mamajang dan 
Makassar mungkin sudah berhasil menerapkan strategi pencegahan yang efektif atau memiliki 
kondisi sosial-ekonomi yang mendukung. Meski demikian, penting untuk terus memantau dan 
mempertahankan kualitas intervensi yang telah ada, serta mengevaluasi keberhasilan program-
program yang diterapkan di kecamatan-kecamatan tersebut untuk memastikan keberlanjutan 
perbaikan kesehatan anak. Secara keseluruhan, data ini menggarisbawahi pentingnya 
pendekatan berbasis wilayah dalam penanganan stunting. Kebijakan dan program yang 
dirancang untuk mengatasi stunting harus mempertimbangkan kondisi lokal dan menyediakan 
sumber daya serta dukungan yang sesuai untuk kecamatan dengan prevalensi tinggi. Dengan 
strategi yang terfokus dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor kesehatan, 
diharapkan prevalensi stunting dapat ditekan secara efektif di seluruh Kota Makassar. 

Urgensi pencegahan stunting di Kota Makassar tidak dapat dipandang sebelah mata, 
mengingat prevalensi yang masih tinggi di beberapa kecamatan. Dengan prevalensi stunting yang 
bervariasi secara signifikan, terutama di kawasan dengan angka tertinggi seperti Bontoala dan 
Sangkarrang, jelas bahwa intervensi yang lebih terfokus dan strategis sangat diperlukan. 
Peningkatan akses dan distribusi makanan bergizi, bersama dengan edukasi kesehatan yang lebih 
intensif, harus menjadi prioritas utama untuk menurunkan angka stunting di daerah-daerah 
dengan prevalensi tinggi. Kegagalan untuk menangani masalah ini secara efektif dapat 
berdampak pada kualitas hidup anak-anak dan potensi perkembangan masa depan mereka, yang 
pada gilirannya memengaruhi kesejahteraan komunitas secara keseluruhan. 

Di sisi lain, kecamatan dengan prevalensi stunting yang rendah menunjukkan bahwa ada 
praktik dan kebijakan yang mungkin efektif dalam pencegahan stunting. Ini menawarkan 
kesempatan untuk belajar dari keberhasilan mereka dan menerapkan strategi yang sama di 
daerah dengan prevalensi tinggi. Namun, penting untuk memastikan bahwa intervensi yang 
diterapkan tidak hanya mengatasi gejala tetapi juga akar penyebab stunting, seperti akses 
terbatas ke makanan bergizi dan edukasi yang tidak memadai. Dengan demikian, pencegahan 
stunting harus menjadi agenda utama dalam perencanaan kebijakan kesehatan di Kota Makassar, 
untuk memastikan masa depan yang lebih sehat dan produktif bagi seluruh populasi. 

Evaluasi Efektivitas Kebijakan Pencegahan Stunting 

Evaluasi efektivitas kebijakan pencegahan stunting di Kota Makassar menunjukkan hasil 
yang beragam, dengan beberapa aspek kebijakan berhasil diimplementasikan sementara yang 
lain masih memerlukan perbaikan. Secara umum, kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah 
Kota Makassar, seperti program pemberian makanan bergizi dan kampanye edukasi, telah 
memberikan kontribusi positif dalam mengurangi prevalensi stunting. Namun, efektivitas 
kebijakan ini sangat bergantung pada pelaksanaan yang konsisten dan dukungan dari berbagai 
pihak. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa program pemberian makanan bergizi, termasuk 
distribusi ikan dan telur, telah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya asupan 
gizi yang baik. Namun, terdapat kendala dalam implementasi, seperti distribusi yang tidak merata 
dan kurangnya aksesibilitas bagi keluarga yang kurang mampu. Hal ini tercermin dari data 
prevalensi stunting yang masih tinggi di beberapa kecamatan, terutama di daerah dengan tingkat 
kemiskinan yang lebih tinggi. Evaluasi ini mengungkapkan perlunya peningkatan dalam 
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distribusi dan aksesibilitas makanan bergizi untuk memastikan bahwa semua kelompok 
masyarakat dapat memperoleh manfaat dari program ini. 

Kampanye edukasi juga menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan 
pengetahuan tentang pencegahan stunting. Meski demikian, ada tantangan terkait dengan 
perubahan perilaku masyarakat yang tidak terjadi secara instan. Masyarakat masih memiliki 
persepsi yang berbeda tentang nilai gizi makanan tertentu, seperti ikan, yang dianggap sebagai 
makanan kelas dua oleh beberapa kelompok. Ini menunjukkan bahwa upaya edukasi perlu lebih 
ditargetkan dan disesuaikan dengan konteks lokal agar lebih efektif dalam mengubah persepsi 
dan perilaku masyarakat. Secara keseluruhan, evaluasi efektivitas kebijakan pencegahan stunting 
di Kota Makassar menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan yang signifikan, masih ada ruang 
untuk perbaikan. Peningkatan dalam koordinasi antara pemerintah, lembaga kesehatan, dan 
masyarakat sangat penting untuk mengatasi hambatan yang ada dan memastikan bahwa 
kebijakan pencegahan stunting dapat diterapkan secara lebih efektif. Reformasi dalam kebijakan 
dan strategi, termasuk perbaikan dalam distribusi makanan bergizi dan pendekatan edukasi yang 
lebih intensif, akan sangat bermanfaat dalam mengurangi prevalensi stunting dan meningkatkan 
kesehatan anak-anak di Kota Makassar. 

Evaluasi efektivitas kebijakan pencegahan stunting di Kota Makassar mengungkapkan 
beberapa tantangan mendalam yang mempengaruhi hasil dari kebijakan tersebut. Meskipun 
program pemberian makanan bergizi, seperti distribusi ikan dan telur, telah menunjukkan 
kemajuan dalam meningkatkan kesadaran gizi masyarakat, kendala signifikan dalam distribusi 
yang tidak merata dan aksesibilitas yang terbatas tetap menjadi masalah utama. Terutama di 
kecamatan dengan prevalensi stunting yang lebih tinggi, program distribusi sering kali tidak 
mencapai kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, seperti keluarga berpendapatan 
rendah dan daerah terpencil. Ketidakmerataan ini memperlebar kesenjangan gizi dan 
mempertahankan tingkat stunting yang tinggi, yang menunjukkan bahwa kebijakan distribusi 
perlu ditingkatkan untuk menjangkau semua kelompok masyarakat secara efektif. 

Selain itu, meskipun kampanye edukasi tentang pentingnya makanan bergizi seperti ikan 
telah meningkatkan pengetahuan masyarakat, perubahan perilaku yang diharapkan belum 
sepenuhnya terwujud. Persepsi masyarakat yang menganggap ikan sebagai makanan kelas dua 
menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan dan praktik. Hal ini menandakan bahwa 
upaya edukasi perlu diintegrasikan dengan strategi yang lebih mendalam dan kontekstual. 
Edukasi harus disertai dengan program-program yang mengatasi masalah sosio-ekonomi yang 
mempengaruhi konsumsi makanan bergizi, seperti subsidi atau bantuan langsung untuk keluarga 
kurang mampu, agar lebih banyak keluarga dapat mengadopsi pola makan sehat yang dianjurkan. 

Selain kendala distribusi dan perubahan perilaku, evaluasi juga menunjukkan bahwa 
koordinasi antara pemerintah, lembaga kesehatan, dan masyarakat sering kali tidak optimal. 
Kurangnya sinergi dalam pelaksanaan kebijakan dapat menghambat efektivitas program 
pencegahan stunting. Pihak-pihak terkait sering kali bekerja dalam silo tanpa adanya komunikasi 
dan koordinasi yang memadai, yang mengakibatkan duplikasi upaya dan pemborosan sumber 
daya. Reformasi dalam struktur koordinasi dan pengelolaan program diperlukan untuk 
memastikan bahwa semua pihak berkontribusi secara terintegrasi dan efektif dalam upaya 
pencegahan stunting. 

Secara keseluruhan, meskipun ada kemajuan dalam beberapa aspek kebijakan, 
keberhasilan jangka panjang dalam pencegahan stunting di Kota Makassar memerlukan 
pendekatan yang lebih holistik. Ini mencakup tidak hanya perbaikan dalam distribusi makanan 
bergizi dan kampanye edukasi, tetapi juga peningkatan dukungan struktural dan koordinasi. 
Penyesuaian kebijakan yang berdasarkan data dan analisis yang mendalam, serta pengembangan 
strategi berbasis komunitas yang lebih inklusif, akan sangat penting dalam mencapai target 
pengurangan stunting secara efektif dan berkelanjutan. Upaya-upaya ini perlu dilaksanakan 
dengan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait untuk memastikan dampak yang positif 
dan berkelanjutan pada kesehatan anak-anak di Kota Makassar. 
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Identifikasi Hambatan dalam Pelaksanaan Kebijakan 

Pelaksanaan kebijakan pencegahan stunting di Kota Makassar menghadapi sejumlah 
hambatan yang mempengaruhi efektivitasnya. Identifikasi hambatan ini penting untuk 
memahami tantangan yang menghambat implementasi kebijakan secara optimal. Dengan 
memahami masalah-masalah tersebut, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk 
meningkatkan hasil pencegahan stunting. Berikut adalah lima poin utama terkait hambatan 
dalam pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan pencegahan 
stunting di Kota Makassar: 

 
 

Gambar. 1 
Hambatan dalam Pelaksanaan Kebijakan 

Sumber: Diolah peneliti dengan Nvivo 12 Plus, 2024 

Kebijakan pencegahan stunting di Kota Makassar menghadapi tantangan besar akibat 
kurangnya integrasi antara regulasi yang diterapkan di tingkat pemerintah pusat dan daerah. 
Perbedaan dalam kebijakan dan pendekatan yang diterapkan oleh berbagai pihak sering kali 
menyebabkan ketidakpastian dan inkonsistensi dalam implementasi. Ketidakjelasan regulasi ini 
mempengaruhi pemahaman dan pelaksanaan program di lapangan, karena pelaksana kebijakan 
sering kali menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan pusat dengan kebutuhan lokal 
yang spesifik. Misalnya, kebijakan pusat yang mengatur pemberian makanan bergizi mungkin 
tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi lokal atau kebutuhan spesifik masyarakat di Kota 
Makassar. Hal ini dapat mengakibatkan program yang dirancang untuk mengatasi stunting 
menjadi kurang efektif karena tidak mempertimbangkan konteks lokal atau tidak sesuai dengan 
kondisi setempat. Koordinasi antara berbagai tingkat pemerintahan dan pelaksana menjadi 
sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar efektif dan 
responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Susanti & Mardhiah, 2022). 

Lebih jauh, kurangnya kebijakan yang terintegrasi juga dapat mengakibatkan tumpang 
tindih dalam program dan alokasi sumber daya yang tidak optimal. Misalnya, program kesehatan 
dan nutrisi yang terpisah tanpa adanya sinergi dapat menyebabkan pemborosan sumber daya 
dan upaya yang tidak efektif. Penyelarasan dan integrasi antara berbagai kebijakan, baik dalam 
hal pendanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi, sangat penting untuk menciptakan kerangka kerja 
yang harmonis dan meningkatkan efektivitas pencegahan stunting (Purwanti et al., 2023). Untuk 
mengatasi masalah ini, perlu dilakukan reformasi dalam struktur kebijakan yang 
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mengedepankan integrasi antara regulasi pusat dan daerah. Penyusunan kebijakan yang lebih 
kohesif, dengan melibatkan berbagai stakeholder dan mempertimbangkan kondisi lokal, akan 
membantu meningkatkan koordinasi dan efektivitas pelaksanaan program pencegahan stunting. 
Dengan adanya kerangka regulasi yang jelas dan terintegrasi, diharapkan implementasi 
kebijakan dapat berjalan lebih lancar dan memberikan dampak yang signifikan dalam 
mengurangi prevalensi stunting di Kota Makassar. 

Rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya asupan gizi 
yang baik merupakan salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan 
stunting di Kota Makassar. Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai kampanye edukasi, 
hasilnya belum sepenuhnya memadai dalam mengubah perilaku dan persepsi masyarakat. 
Banyak individu masih kurang memahami betapa pentingnya makanan bergizi seperti ikan dan 
telur dalam pencegahan stunting, sehingga mereka kurang termotivasi untuk mengikuti program 
yang ada. Persepsi masyarakat terhadap makanan bergizi sering kali tidak sesuai dengan standar 
gizi yang sebenarnya. Misalnya, makanan bergizi seperti ikan dianggap sebagai makanan kelas 
atas atau tidak terjangkau oleh sebagian masyarakat, terutama di daerah dengan pendapatan 
rendah. Ketidakpahaman ini menghambat upaya untuk meningkatkan konsumsi makanan bergizi 
yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Sebagai akibatnya, 
anak-anak yang mengalami stunting mungkin tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup 
meskipun program pencegahan telah dilaksanakan. 

Kampanye edukasi yang dilakukan perlu lebih intensif dan disesuaikan dengan konteks 
lokal agar lebih efektif dalam mengubah persepsi dan kebiasaan makan masyarakat (Aisyah & 
Pangestika, 2024). Pendekatan yang lebih personal dan berbasis komunitas dapat membantu 
meningkatkan kesadaran tentang pentingnya gizi yang baik. Program edukasi juga perlu 
mengatasi mitos dan kesalahpahaman yang ada, serta memberikan informasi yang jelas tentang 
manfaat makanan bergizi dan cara-cara praktis untuk mencapainya dalam kehidupan sehari-hari. 
Untuk meningkatkan efektivitas kampanye edukasi dan program pencegahan stunting, 
diperlukan strategi komunikasi yang lebih holistik dan inklusif. Melibatkan tokoh masyarakat, 
pemimpin lokal, dan lembaga pendidikan dalam menyebarluaskan informasi gizi dapat 
memperkuat pesan yang disampaikan. Dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran 
masyarakat mengenai pentingnya asupan gizi yang baik, diharapkan partisipasi dalam program 
pencegahan stunting dapat meningkat, dan dampaknya terhadap penurunan prevalensi stunting 
di Kota Makassar akan lebih signifikan. 

Keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun fasilitas, merupakan 
hambatan signifikan dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan stunting di Kota Makassar. 
Anggaran yang terbatas sering kali menghambat kemampuan pemerintah untuk menjalankan 
program secara menyeluruh dan konsisten. Hal ini berdampak pada kualitas dan kuantitas 
distribusi makanan bergizi serta penyediaan fasilitas kesehatan yang diperlukan untuk 
mendukung pencegahan stunting. Tanpa alokasi anggaran yang memadai, program-program 
tersebut sering kali tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana dan menghadapi berbagai 
kendala operasional. Distribusi makanan bergizi yang tidak merata adalah masalah utama yang 
dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan stunting. Keluarga yang kurang mampu, 
terutama di daerah-daerah terpencil atau kurang terjangkau, sering kali tidak mendapatkan 
akses yang sama terhadap bantuan makanan bergizi seperti ikan dan telur. Ketidakmerataan 
distribusi ini menyebabkan ketidakadilan dalam manfaat yang diterima oleh masyarakat, 
sehingga upaya pencegahan stunting tidak mencapai semua kelompok yang membutuhkan. 
Selain itu, keterbatasan infrastruktur distribusi dan logistik juga memperburuk situasi, membuat 
beberapa daerah sulit dijangkau oleh bantuan yang ada. 

Keterbatasan fasilitas kesehatan juga mempengaruhi efektivitas program pencegahan 
stunting (Firdaus et al., 2024). Fasilitas kesehatan yang kurang memadai, seperti puskesmas 
dengan peralatan dan tenaga kesehatan yang terbatas, menghambat pelayanan yang optimal bagi 
masyarakat. Fasilitas yang tidak lengkap dan tidak mampu menampung kebutuhan pasien dapat 
menyebabkan penurunan kualitas pelayanan, termasuk dalam hal edukasi dan konseling 
mengenai gizi. Dengan fasilitas yang terbatas, upaya untuk meningkatkan kesadaran dan 
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pengetahuan masyarakat tentang pentingnya asupan gizi juga menjadi kurang efektif. Untuk 
mengatasi hambatan ini, diperlukan peningkatan alokasi anggaran dan investasi yang lebih besar 
dalam sektor kesehatan, terutama dalam program pencegahan stunting. Pembangunan dan 
perbaikan infrastruktur distribusi serta fasilitas kesehatan yang memadai akan sangat penting 
untuk mendukung keberhasilan kebijakan. Pendekatan yang lebih strategis dan terkoordinasi 
dalam distribusi bantuan serta pengembangan kapasitas fasilitas kesehatan dapat membantu 
memastikan bahwa semua masyarakat, terutama yang kurang mampu, dapat memperoleh 
manfaat dari program pencegahan stunting secara adil dan efektif. 

Koordinasi yang lemah antara pemerintah, lembaga kesehatan, dan masyarakat sering 
kali menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan stunting di Kota 
Makassar. Tanpa adanya sinergi yang solid, berbagai upaya untuk mengatasi stunting tidak dapat 
dijalankan secara efektif dan menyeluruh di seluruh wilayah kota. Masalah ini sering kali timbul 
karena kurangnya komunikasi yang baik antara berbagai pihak, serta adanya tumpang tindih 
tugas dan tanggung jawab yang menyebabkan ketidakefektifan dalam implementasi program. 
Koordinasi yang tidak optimal juga mengakibatkan pembagian sumber daya yang tidak merata 
dan pelaksanaan kebijakan yang tidak konsisten, sehingga mengurangi dampak positif dari 
program pencegahan stunting. 

Meskipun telah dilakukan berbagai usaha edukasi, perubahan perilaku masyarakat 
terhadap pentingnya asupan gizi yang baik terjadi dengan sangat lambat. Hambatan ini sebagian 
besar disebabkan oleh faktor budaya dan kebiasaan lama yang sudah mengakar dalam 
masyarakat. Banyak keluarga masih tidak memahami secara mendalam tentang dampak stunting 
dan pentingnya gizi yang baik, sehingga mereka tidak mengubah pola makan dan kebiasaan 
mereka secara signifikan. Kurangnya pemahaman ini memerlukan pendekatan edukasi yang 
lebih intensif dan berbasis komunitas untuk lebih menyesuaikan dengan konteks lokal dan 
mengatasi kesenjangan pengetahuan yang ada. Pendekatan edukasi yang selama ini dilakukan 
sering kali tidak cukup efektif dalam merubah perilaku masyarakat. Banyak kampanye yang 
kurang menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi spesifik komunitas yang dituju, sehingga 
pesan tentang pentingnya gizi tidak sampai dengan jelas. Edukasi yang dilakukan secara umum 
tanpa mempertimbangkan perbedaan sosial-ekonomi dan budaya di masyarakat dapat 
mengurangi efektivitasnya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih terpersonalisasi 
dan melibatkan tokoh masyarakat serta keluarga dalam proses edukasi untuk memastikan pesan 
yang disampaikan lebih relevan dan berdampak. 

Pelaksanaan kebijakan pencegahan stunting di Kota Makassar menghadapi sejumlah 
tantangan signifikan yang menghambat efektivitasnya. Hambatan utama mencakup kurangnya 
integrasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, rendahnya kesadaran masyarakat 
mengenai pentingnya asupan gizi, keterbatasan sumber daya dan fasilitas, serta koordinasi yang 
lemah antara berbagai stakeholder. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini, diperlukan 
reformasi dalam regulasi, pendekatan edukasi yang lebih adaptif, peningkatan alokasi anggaran 
dan fasilitas, serta perbaikan dalam koordinasi dan distribusi program. Dengan mengatasi 
hambatan-hambatan ini secara komprehensif, diharapkan pencegahan stunting dapat berjalan 
lebih efektif dan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesehatan dan 
kesejahteraan masyarakat Kota Makassar. 

Untuk meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan pencegahan stunting di Kota 
Makassar, pengembangan kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi sangat penting. 
Pemerintah Kota Makassar perlu memperkuat koordinasi antara berbagai pihak, termasuk 
lembaga kesehatan, masyarakat, dan sektor swasta, untuk memastikan implementasi kebijakan 
berjalan efektif dan merata. Reformasi dalam regulasi, peningkatan alokasi anggaran, serta 
penyediaan fasilitas dan sumber daya yang memadai harus menjadi prioritas utama. Dengan 
strategi yang lebih terfokus dan sinergis, diharapkan program pencegahan stunting dapat 
mencapai semua lapisan masyarakat dan memberikan dampak positif yang signifikan dalam 
menurunkan prevalensi stunting. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat melalui 



 

Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 6, No. 2, November 2024 

 

171  

 

kampanye edukasi yang lebih adaptif dan berbasis komunitas akan memainkan peran krusial 
dalam mendukung kebijakan yang ada. Edukasi yang disesuaikan dengan konteks lokal dan 
melibatkan tokoh masyarakat dapat membantu mengubah persepsi dan perilaku terkait gizi, 
sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pencegahan stunting. Dengan 
pendekatan yang holistik dan berbasis data, diharapkan Pemerintah Kota Makassar dapat 
menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan dan pertumbuhan anak-anak, serta 
mengurangi prevalensi stunting secara efektif. 

 

KESIMPULAN 

Temuan utama dari studi ini menunjukkan adanya urgensi yang mendalam untuk 
meningkatkan efektivitas implementasi program-program terkait. Meskipun terdapat berbagai 
upaya yang telah dilakukan, seperti program pemberian makanan bergizi dan kampanye edukasi, 
hasil evaluasi menunjukkan bahwa prevalensi stunting masih tinggi di beberapa kecamatan. 
Terdapat variasi signifikan dalam prevalensi stunting antar kecamatan, dengan kecamatan 
seperti Bontoala dan Sangkarrang menunjukkan angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan 
dengan kecamatan lain seperti Mamajang dan Makassar. Perbedaan ini mencerminkan tantangan 
dalam distribusi makanan bergizi dan edukasi yang belum merata. Hambatan utama dalam 
pelaksanaan kebijakan termasuk kurangnya integrasi regulasi antara pemerintah pusat dan 
daerah, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya asupan gizi yang baik. 
Ketidakpastian dalam kebijakan dan perbedaan pendekatan antara berbagai tingkat 
pemerintahan sering kali menghambat efektivitas program, sehingga beberapa daerah tidak 
mendapatkan manfaat yang maksimal dari upaya pencegahan stunting. Selain itu, meskipun 
kampanye edukasi telah diluncurkan, perubahan perilaku masyarakat tidak terjadi secara cepat, 
sering kali karena persepsi dan kebiasaan yang sudah mengakar. 

Keterbatasan sumber daya dan fasilitas juga menjadi kendala signifikan dalam 
implementasi kebijakan pencegahan stunting. Anggaran yang terbatas menghambat distribusi 
makanan bergizi yang merata serta penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai. Distribusi 
bantuan sering kali tidak menjangkau keluarga yang paling membutuhkan, terutama di daerah-
daerah terpencil atau kurang mampu. Keterbatasan fasilitas kesehatan yang tidak memadai juga 
mengurangi kualitas pelayanan dan edukasi mengenai gizi. Untuk mengatasi hambatan-
hambatan ini, diperlukan reformasi kebijakan yang mencakup peningkatan integrasi regulasi, 
alokasi anggaran yang lebih besar, dan peningkatan fasilitas serta sumber daya. Koordinasi yang 
lebih baik antara pemerintah, lembaga kesehatan, masyarakat, dan sektor swasta harus menjadi 
prioritas untuk memastikan implementasi yang efektif. Selain itu, edukasi yang lebih adaptif dan 
berbasis komunitas akan membantu mengubah persepsi dan perilaku masyarakat terkait gizi. 
Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis data, diharapkan kebijakan pencegahan stunting 
di Kota Makassar dapat memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi prevalensi 
stunting dan meningkatkan kesehatan anak-anak secara menyeluruh. 
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